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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Lahir di Pekan Arba tanggal 15-07-1980, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama :
Islam, kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Pekan Arba
RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 03 November 2020, telah mengkuasakan kepada:
ZAINUDIN, SH. dan WANDI, SH. MH., Advokat / Penasehat
Hukum pada Kantor Hukum “ADVOKAT MADANI" beralamat di
Soebrantas Nomor 46-A, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan
Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Disebut sebagai
PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT ASLLI, Lahir di Pekan Arba tanggal 25-12-1983, jenis kelamin: Laki-
laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, tempat tinggal : di
Rumah orangtuanya di jalan Jalan Pekan Arba RT. 003 RW. 001,
Kelurahan Pekan Arba, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten
Indragiri Hilir. Selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
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Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2020
telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0873/Pdt.G/2020/PA.Tbh,
tanggal 16 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang
menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan,
Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan surat kutipan
Akta Nikah Nomor: 116/1l/1II/ 2012, tanggal 10 Agustus 2008,
bertepatan dengan 08 Sya'ban 1429 H, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri
Hilir, Propinsi Riau dan ditanda tangani oleh Drs. Ashari Hasan, NIP.
1966 0306 199703 1003 pada tanggal 1 Maret 2012.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
berlangsung selama lebih kurang 12 (Dua Belas) Tahun, dan telah
memiliki seorang anak Laki-Laki yang bernama ANAK Bin M.
Ramsis, Umur lebih kurang 11 Tahun 11 bulan (Tanggal Delapan
Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan) yang saat ini tinggal
dan diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya
berjalan dengan baik, rukun, damai dan harmonis, dimana setelah
menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Pekan Arba RT.
03 RW. 01 Kelurahan Pekan Arba, sampai saat ini,
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang
awalnya berjalan dengan harmonis, rukun dan damai itu hanya
berlangsung sekitar 11 (Sebelas) tahun, karena pada sekitar tahun
2020 kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat tidak
harmonis dan rukun lagi, hal tersebut disebabkan karena:

- Tergugat sering bersikap kasar dan memaki Terhadap

Anak Bawaan Penggugat yang bernama ANAK BAWAAN.

Bahkan Cara Tergugat memukul anak bawaan Pengugat secara

membabi buta, dan kejadiannya tidak hanya sekali bahkan sering
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berulang-ulang, sehingga Penggugat tidak tega melihat perlakuan
Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat tersebut.
- Tergugat sama sekali tidak menghargai Perasaan
Penggugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari
Rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Pekan
Arba RT. 03 RW.01 Kelurahan Pekan Arba ke Rumah Kediaman
Orang Tua Tergugat yang tidak jauh dari Rumah Penggugat
- Akibat tindakan tergugat yang terus dan berulang-ulang
memukul anak bawaan Penggugat dengan Suami Pertama
Penggugat maka Terjadilah pertengkaran secara terus menerus
yang mencapai puncaknya pada sekitar awal bulan sya’ban tepat
pada akhir bulan April 2020 (lebih kurang 7 bulan yang lalu)
dimana Tergugat Menampar anak bawaan penggugat yang
bernama Aldi Syofwan, dan selanjutnya tergugat langsung pergi
meninggalkan Penggugat bersama anaknya dan sejak itu antara
Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bertemu dan
berkumpul lagi, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi
memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat selama hidup berumah tangga dengan
Tergugat sudah mencoba untuk bersabar dan bertahan untuk
mempertahankan bahtera rumah tangganya demi masa depan yang
lebih baik untuk Penggugat dan Anaknya, namun kesabaran dan
harapan Penggugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi oleh
Penggugat karena kondisi rumah tangganya memang sudah tidak
dapat dipertahankan dan diselamatkan lagi, walau Penggugat telah
meminta bantuan kepada orang tuanya supaya ikut membantu agar
keluarganya dapat dipertahankan namun upaya tersebut tidak
berhasil.
Dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dan tidak mampu lagi
untuk mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat,
maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi

untuk dapat dipertahankanatau diteruskan. Dan supaya adanya
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kepastian hukum bagi Penggugat dan Tergugat atas status
pernikahannya, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini untuk segera memanggil Penggugat dan Tergugat untuk

datang menghadap persidangan dan menyidangkan perkara ini.

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalii yang diuraikan diatas,
Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cg. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in shughro Tergugat (TERGUGAT
ASLI) terhadap Penggugat (Animas Binti Thamrin)

3. Menetapkan hak asuh anak yaitu Muhammad llham Ramzani
kepada Penggugat (Animas Binti Thamrin)

4, Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Dan jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan
Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada
mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya yang sah untuk datang
menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya

tersebut tanpa didasari alasan yang sabh;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat
dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam

gugatan Penggugat;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalii Penggugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,
dengan pencabutan petitum 3 mengenai hak asuh anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat
1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 116/1I/1l/ 2012, tertanggal 10

Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, telah bermeterai cukup

dan di-nazzegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua

majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

B. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 46 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama M. ILHAM RAMZANI, sekarang dalam asuhan
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
Jalan Pekan Arba RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pekan Arba, sampai
dengan berpisah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
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Rukun dan Harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat melakukan
pemukulan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat dan anaknya sering
bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8
bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

2, SAKSI 2, umur 36 tahun,;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
menikah pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak yang bernama M. ILHAM RAMZANI, sekarang dalam asuhan
Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di
Jalan Pekan Arba RT. 03 RW. 01 Kelurahan Pekan Arba, sampai
dengan berpisabh;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
Rukun dan Harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
perselisihan yang terjadi terus menerus karena Tergugat melakukan
pemukulan kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika saksi mendamaikan antara
Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8
bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta
menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan dalil
gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat didampingi kuasa hukumnya
datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan
tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati
Penggugat di setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal
154 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
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Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang
diajukan oleh istri (in-casu Penggugat) yang beralamat tempat tinggal masih di
wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, sesuai dengan ketentuaan
Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan
perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan
Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaiakan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat
dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat
Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan
gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam
mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah
karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dengan penyebab Tergugat memukul anak bawaan Penggugat dan
bahkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8
bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di muka
sidang, maka gugurlah haknya di muka sidang, ketentuan tersebut sesuai
dengan hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

e w515 Sl ones o 1 ks ot all Glo oDl Jsts I 1 J6 pausdl e
i 555 Y 2l 548 Sani 215 Graliudll oI55

Artinya: “Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: “Siapa
yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang,
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia
termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
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sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P serta dua orang saksi bernama
SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di
bawabh ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta
otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen)
dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur
formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal
2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima
dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat
data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan
terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang
menikah pada tanggal 10 Agustus 2008 dan sampai saat ini belum pernah
putus karena percerain, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak
yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa,
berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah
terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui
pertengakaran dan perselisihan yang terjadi yang di sebabkan oleh Tergugat
memukul anak bawaan Penggugat, lalu Majelis memandang kesaksian Saksi 1
dan Saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena
itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, di mana kedua orang saksi tersebut mengetahui terjadinya perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah terjadi pisah
tempat sejak 8 bulan lalu dan sampai sekarang Tergugat tidak kumpul serumah
serta tidak ada komunikasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa hal
tersebut telah menunjukkan bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat. Dan majelis hakim berpendapat pula bahwa
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri,
dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan
kembali dan akibatnya telah terjadi pisah rumah sejak 8 bulan dan selama
perpisah, tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan keduanya
sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut adalah Ibu
Kandung dan Abang Kandung Penggugat, bukan saksi yang terlarang
sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau
cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah
disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi
syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg., kesaksian
kedua orang saksi Penggugat tersebut di mana mereka menerangkan apa yang
mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung serta
dari cerita Penggugat dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian
dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan
demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang
mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari 1 (satu) alat bukti surat, yaitu P kesaksian dua
orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik
kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:
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B4

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 10 Agustus 2008;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK , sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan
Harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus
menerus karena Tergugat melakukan pemukulan kepada anak bawaan
Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan
sampai sekarang;

5. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan
kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, akan tetapi Tergugat tidak

mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 10 Agustus 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang bernama ANAK , sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rukun dan
Harmonis tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus
menerus karena Tergugat melakukan pemukulan kepada anak bawaan
Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan
sampai sekarang;
5. Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
home);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat
dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian
Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara
ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke
Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian
suci yang sangat kokoh (mitsaqon gholidzo) dengan tujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan
dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu
adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti
diuraikan di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam
kehidupan dan suami isteri itu senantiasa dapat menjaga batasan-batasan
hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing
secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah
perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan
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dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling
membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk
mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21.:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu
merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fighiyah
yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

de.a-d\ - JU‘- ,;.w.uu.«h £y

Artinya: “Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih
manfaat.”;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam
rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali
persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali
bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi
Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh
Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal
ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit

untuk dirukunkan;
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Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, bukti berupa
surat — surat dan saksi yang di ajukan bisa diterima kebenaran formil dan
materil nya, Majelis Hakim memandang juga perlu untuk mengetengahkan
dalil / hujjah Syariah yang dikutip dari Kitab Fighus Sunnah juz Il halaman 290,
yang berbunyi:

Blay Loo sl 0lSs zo il Clicl gl azg )l diny ol s3) gy cai I3L6
aisly aalls lgall logiy tduoY! o iolill j2e g laglliol (yu & uins)l plgs azo

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat (istrj) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu
ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai
suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka
hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian
berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyakatan Penggugat telah cukup alasan
untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur
terjadinya perceraian serta tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
(f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis
hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan
Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat,
maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu ba’in shughra

Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi.
bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1442 Hijriyah., oleh kami
GUSHAIRI, S.H.l., sebagai Ketua Majelis, AMRY SAPUTRA, S.H. dan
MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim
Anggota tersebut, dibantu AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.l sebagai Panitera
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

GUSHAIRI, S.H.l.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,
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AMRY SAPUTRA, S.H. MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy..
Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 170.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



